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SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KOTA BINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 314/ORT.07-KptlOl /KPU /V /2021 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birolcasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, maka diperlukan pelaksanaan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Binjai;

b. bahwa pelaksanaan pembangunan zona integrita.s di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai,

dipandang perlu untuk membentuk Tim Ke{a

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Binjai Tahun 2O23;



Mengingat

c. bahwa berdasarkan per[imbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Pembentukan Tim

Kerja Pemban ganan Tana Integritas Menuju Wilayah

Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun

2023.

l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O1O tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 20 1O-2O25

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Tahun 2O2O-2O24 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2O2O tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

4a\;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2O2l tentar,g

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pernilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 984)r



Menetapkan

KESATU

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 12361

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Keq'a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-

Kpt/OslKPU /Xll/2O2O tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2O2O-2O24;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-

Kpt/Ol /KPU lV /2021 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJA]

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

TAHUN 2023

Membentuk Tim Ke{a Pembangunan Zona Integritas di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai,

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

Tim ke{a sebagaimana dimaksud pada dilrtum KESATU

memiliki tugas:

1. Melaksanakan peke{aan-pekerjaan yang mendukung

keberhasilan pembangunan zona integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Binjai;

2. Menyusun Rencana Aksi Zona Integritas;

3. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi zrl.na

integritas (LI<E Zll;

4. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak

lanjut Pembangunan Zona Integritas di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 24 Marct2O23

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Binjai,

ttd
Zulfan Effendi

uar dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

& Sumber Daya Manusia,

Refisis

SEKRET



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI

NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN

2023

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

TAHUN 2023

NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN DALAM

TIM

1 2 3 4

Zulfan Effendi, ST Ketua KPU
Pengarah merangkap

Ketua

2 Arifin Saleh, SH, MH Anggota KPU
Pengarah merangkap

Anggota

J Risno Fiardi, S.Sos Anggota KPU
Pengarah merangkap

Anggota

Robby Effendi, A.Md Anggota KPU
Pengarah merangkap

Anggota

5 Abdulah Arkam, SH, MH Anggota KPU
Pengarah merangkap

Anggota

6 Syaiful Azhar, S.Sos
Selrretaris KPU Kota

Binjai
Ketua

7 Suwandi, S.Sos

Kepala Subagian

Perencanaan, Data dan

Informasi

Koordinator

merangkap Anggota

8
Serenity Deliver Refisis, SH,

MH

Kepala Subbagian Hukum

dan Sumber Daya

Manusia

Koordinator

merangkap Anggota

I

I

I
I

4.

I

I

I

I

t.



I Femando S. M. Pinem, S.Sos

Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

Koordinator

merangkap Anggota

10. Santi Hariati

Plt. Kepala Subbagian

Keuangan, Umum dan

Iogistik

Koordinator

merangkap Anggota

11. Yuswita Siallagan, SE Staf Anggota

12. Denny Simbolon, Amd Staf Anggota

13. Anugrah P. Telaumbanua, SE Staf Anggota

t4.
Febri Rahmadsyah Harahap,

A.Md
Staf Anggota

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Binjai,

ttd

Zulfan Elfendi

Salinan sesuai dengan aslinya
S KOMISI PEMILIHAN UMUM

m & Sumber Daya Manusia,

S


